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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINS! KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 500.16.7.4/03/IPM/DPMPTS-A
TENTANG
[ZIN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
SMK DARUL ULUM KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERFADU SATU PINTU PROVINS| KALIMANTAN Ew

Menimbang - a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pemamﬁiﬂ pe
serta meningkatkan peran serta masyarakat d:bl:ﬂ_ﬂg [pEn

pertu  memberikan Kesempaian kepada mas
mealaksanakan Pendidikan Menengah di Pmmmilmmﬁarat

b. bahwa berdasarksn Permohonan atas nama Keiug "!"arasamﬂﬂml
Ulum, Dusun Keramat |, Desa Kuala Dua RT 20 RWD1, Kecamatan
Sungai Raya, Kabupaten Kuby' Raya |tangm'l 18 Okiober 2023
perihal parmohonan |zin Pendh'ial.'l Satuan Pendl-dlhan

¢. bahwa berdasarkan surﬂ Kepala Dmﬁ PEﬂﬁIdtkan dan
Kebudayaan Provinsi ~ Kalimantan Barat Nomor :
400.3.1/1008/JAFUNG BIDANG F‘Eﬁlh'. Tanggal 9 Juni 2024 Hal :
Pertmbangan Teknis untuk Permohonan lzin Pendidikan Menengah
yang Dltefﬂnggmgian Hasyamlmt menyatakan bahwa Izin
Pembukaan Pendidikan Hanengah atas SMKS Darul Ulum dengan
Konsentrasi ¢ Km'man .&ﬁn!an Keperawsatan dan Caregiver dapat
d!aah.t]ul i :

d. bahwa bﬁmﬁaman pﬁ'ilmbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf &, b, dan huruf ¢, periu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Fenanaman Maodel dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
E;ilfmanlan__ﬂarat._

Mengingat i Undﬁﬁg—um Momor 25 Tahun 1956 tentang Pambeantukan
o ﬂ'ﬂﬁiﬁhﬁﬂéﬁﬂh Otlonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
it .-‘Sala’ﬁmc dan ‘Kalimantan Timur (Lembaran Megara Republik

4" | Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
i, .A “ Republik Indonesia Nomor 1108);

’n,—laﬁfﬁ Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

e e, - Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

-III\.

ﬁ,j,;u .78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
s Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Momaor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor § Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Alas Undang-Undang Nomoar 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntah Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun

1
Mﬁmmmwmm%imm ohela
Aols Sertiikms Sekironk (BSIE). Badan Sibar dan Sanoh Negars



2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar 29 Tahun 1890
Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3764},

5 Peraluran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1892
Tentang Peran Serta Masyarakal Dalam Pendidikan Nasional
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomer 36 Tahun
2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik
Indoresia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal
di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Berita Daefah Frovinsi
Kalimanian Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan L&fﬁﬁrﬁ]‘ﬁ?”m
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2); ' A

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemhanmﬁan dan
Susunen Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,
sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Daerah Naror 11
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Baerah Til’!;ﬂ_rmr 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan. Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaren Daerah
Provinsl Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11 Tambahan
Lembaran Dasrah Provinsi Kalimantan Barat Nomar 9

9, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Momor 11 Tahun 2019
lentang Pendelegasian Kewenangan Fenandatanganan Penerbitan
Perizinan dan Nopperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan
Barat (Serita (Daerah 'Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
Momor 79), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan. «Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedus Ates Peraturan  Gubernur  Nomor 11 Tahun
20197 tentang. Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Penerbitan -~ Parizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman. Modal dan Felayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
[Kalimantan Barat'(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
+2022 Nomer 90) |

10, Peraturan Gubemir Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2022 tentang
SR e uﬁan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
< Kefja Ulnas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
T giProvins! Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat

T""‘..'“L‘h Tahun 2022 Nomor 41},

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh
masyarakat kepada:

Nama Sekolah : SMK Darul Ulum

]

ndandatengani secarn alekimed mangounekan Serdlie Elakienk hnka
Bafal St EloATorik (B3I, Bacia Sber dan Sidiegare




Alamat - JI. Soeharto RT. 20/RW 01 Desa Kuala
Dua, Kecamatan Sungal Raya, Kabupalen
Kubu Raya Provinsl Kalimantan Baral.

Penyelenggeara - Yayasan DanJl Ulum
MNIB . 9120212233305
NPWP ' 02,373.497.3-701.000
Nomor Telp/HP 085346027926
KEDUA : lzin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat

ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut |

1. Memenuhi dan melaksanakan segala keteniuan perundang-
undangan yang berlaku; it
2. Meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNPJ;

3. Meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan lﬁ!o@'ﬁpml

Pendidikan; TSN
4. Mampu dan mau memberikan pelayanan qujgjgmadab s ra
didik, pendidik dan tenaga kependidikan, = A/

TR Ty .::"'1|,-
5. Meningkatkan kemampuannya agar lerakreditask '-.-_iﬁﬁ?}
6. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala
Pendidikan dan Kebudayaan Proving| Kalimantan Barat
KETIGA : lzin Pendidikan Menengah yang :iimﬁﬁ;ﬂgamﬁﬂfﬁﬁfﬁﬁ{ﬁﬂﬂfﬁaﬂt
ini akan ditinjau kembali apahila.daiaﬁf{-;pqm{aﬁggaﬁpnya tidak
sesual dengan ketentuan, _:Z-.-'I-“' T I-'.II
KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlakii sejak tanggal ditstapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian har terdapat kekeliruan, akan
dilakukan sebagaimana mestinya, =

._:f '.':_'i-'.ti;teiankan di Pontianak
e . Pada tanggal 10 Juni 2024
%\ | Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
B Pelayanan Tempadu Satu Pintu

Hendra, 5.50%
Pembina Utama Madya (IV/d)
MIP. 19830025 198008 1 001
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- Dokumen i fefah ditsndstangani secar elekironik menggunskan Senifikal Elsktranik yang dilerbia
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